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PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2012

bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis

' Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah yang digunakan untuk membiayat pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang dalam
peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan;

bahwa Kkebijakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan

potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah perlu disesuaikan; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah. '

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049},

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4069); .

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

13.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

14.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 04).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGEKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

e
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10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.

Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi

Daerah.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang seclanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian
kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.
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" 13, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. .

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB I1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian hak pemakaian
kekayaan Daerah

(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1)
meliputi : |
a. penyewaan tanah;
b. penyewaan bangunan;

C. penyewaan ruangan;



d. penyewaan jasa Laboratorium daerah;
e. penyewaan kendaraan bermotor dan/atau alat berat milik daerah; dan
f. pemakaian kekayaan lainnya.
(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah
tersebut.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan
yvang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakalan kekayaan
Daerah, jenis kekayaan Daerah, serta jangka waktu pemakailan kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
| Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditentukan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima

oleh pengusaha sejenis yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan besarnya
kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah
atau sekitarnya. |

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan dan/atau diperoleh, tarnif

ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang
merupakan jumlah unsur-unsur tarif mehiputi :

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.




 (4) Unsur biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurut a meliputi : ,

a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja barang, belanja
pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin
dan/atau periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
vang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga
pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga
atas pinjaman jangka pendek. ,

(5) Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, ditetapkan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3}
dan ayat (4) ditetapkan pada Lampiran I dan II, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |

Pasal 9
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Perubahan tarif sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI1iI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain meliputi karcis, kupon, dan kartu langganan.
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(4) Tata cara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa
Retribusi.
(2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Walikota atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi dengan

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan
pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
‘Keberatan
Pasal 14

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas. '

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Walikota. |

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 16
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
darli besarnya Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN
_ Pasal 18
(1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan
menggunakan STRD atau surat lain sejenis.
(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.

(3) STRD atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaaan penagihan
Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota. 1

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
{dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota
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(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

Teguran tersebut.
(3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. '
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib
a. Memperbaiki dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek

Retribusi yang terutang;
9



b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli

yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan periksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan Keterangan Wajib
Retribusi yang ada padanya;

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 25 |
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana

dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di hngkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi;

c. meminta Kketerangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga' ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribust menurut  hukum = yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas Negara.

Pasal 27
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaanya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 {(empat juta rupiah).
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku
Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

- Tingkat II Palangka Raya Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 1999) dan
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Sewa
Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun
2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
in1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

A
v [
ama [
osusens [l
e | 1

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Juli 2012,

Ditetapkan di Palangka Raya
ada tanggal 21 Juli 2012,

H. M. RIBAN SATIA

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2012 NOMOR 10
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II‘

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 10’ TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menunjang pemeliharaan, perawatan dan menjaga
kelangsungan pemanfaatan kekayaan Daerah serta upaya meningkatkan
pendapatan Daerah dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah
yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan
pungutan Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah dimaksud. Untuk mencapai
hasil yang memadai, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu landasan
hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi
Daerah, khususnya disini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, akan menjadi pedoman dan landasan
hukum dalam memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap
pengguna kekayaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Hurut t
Seperti sound system, kursi, meja, dan tenda besi
Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain,
pemancangan ting listrik/telepon atau penanaman/pembentangan

kabel listrik/telepon di tep? jalan umum.
13



Pasal 4
Ayat (1)

Orang atau badan yang dimaksud meliputi:

a. Lembaga Pemerintahan/ Instansi Vertikal di Daerah.

b. BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Firma, Kongsi
Koperasi, Lembaga Pensiunan, bentuk usaha tetap, bentuk usaha
lainnya.

c. Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial, Organisasi Politik, Lembaga atau Organisasi yang sejenis.

d. Perorangan adalah tidak mengatasnamakan Lembaga tertentu

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal inm1 besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan
cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk
mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Walikota dapat
menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Dapat berupa karcis, kupon, atau nota perhitungan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
Huruf b

Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Huruf ¢

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
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Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2012 NOMOR &6
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LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

JENIS KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

No.| Jenis Kekayaan Daerah
i 2 | 3 | 4
1. | KEGIATAN KOMERSIAL -
| a. GedungTambunBungai | | | SEKRETARIAT

| 1)ScwaGedung ____ Rp 2.000.000, | Hari | DAERAH KOTA

e
~ 1% Sewa Meja
-
S SewaAC IO Ro. 500000,
(b Gedung PalampangTarung| |
| DSewaGedung ____ Rp 1500000, [Hari _
| D)Sewakurs ___ Rp.__ 1500
[ GiSewaMem _ Rp___ 2500,
| 5)SewaAC 107K

C. Sewa'LaPangan Sanaman 2p. 2.000.000,-
Mantike1
d. Sewa Pemakaian _
Luar Ruangan | E
o I

o
2

e. Sewa Lapangan Tenis D.

el ol il —— Pl e i ———

100.000.- Bulan/Club

_ _/Lapangan
Bulan/Club

"\h___.x‘

f. Sewa Lapangan Basket Rp.

| 8 Sewa Micro Bis

- 1) Dalam Kota R

p. 400.000,-
2. [REGIATANSOSIAL | |
a. Gedung Tambun Bungai -
@/Hari

| 5)SewaAC 10PK Rp. 500.000,-
| b GedungPalampungTarung | [ |
1) Sewa Gedung Rp. 1.250.000,-{Hari |

2) Sewa Kursi Rp. 1.000,- | @/Han
|| 3)Sewa Meja Rp. 2.000,- |@/Hari




2 s ! 4 | 5
4) Sewa Sound Sistem Rp. 500.000,-
5} Sewa AC 10 PK Rp. 250.000,-

c. Sewa Lapangan Sanaman 2p. 1.500.000,-
Mantikei

d. Sewa Pemakaian
sarana/Panggung Media . 250.000,-
Luar Ruangan

LIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA




LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

JENIS KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA
DINAS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

No.| Jouis Kebayess Duerah | Tarf | Satuan | pengelol

s | & | s
1. GEDUNG OLAH SEN]1 DINAS
a. Sewa Gedung RP. 500.000,- | Hari KEBUDAYAAN DAN
b. Sewa Kursi RP. 1.500,- | @/Hari PARIWISATA KOTA
c. Sewa Sound System PALANGKA RAYA

1) Kecil 200.000,- | Hari
. 2) Sedang 350.000,- | Hari
o 3) Besar 500.000,- | Han
T |d. Sewa AC 250.000,- | Hari
e. Lighting (Tata Lampu) 500.000,- | Han
f. Keyboard 200.000.- | Han

2. | GEDUNG THEATER
TERTUTUP

Rp. 1.000.000,- | Hari

3. | KAPAL WISATA
a. Kapal Kecil Rp. 750.000,- | Bulan
b. Kapal Sedang Rp. 1.500.000,- | Bulan

4. | ALAT KESENIAN Rp. 300.000,- | Event
TRADISIONAL

- -.-':"-"I-‘

5. | BAJU ADAT Rp. 100.000,- | Hari

6. | SEPEDA AIR Rp. 500.000,- | Bulan

KEYBOARD ~ Rp. 200.000,- |Hari

8. | SOUND SYSTEM KEYBOARD
9. | MOTOR GRADER
a. Umur Ekonomis/Tahun

Rp. 100.000,- | Hari

250.000,- | Sewa/Jam |[DINAS PEKERJAAN

| 20%/1 MUM KOTA
b. Umur Ekonomis/Tahun 250.000,- | Sewa/Jam [PALANGKA RAYA
| 90% /11
| ¢. Umur Ekonomis/Tahun 250.000,- | Sewa/Jam |
90% /111

d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1V

250.000,- | Sewa/Jam

- il




E T . *
- g
i i

e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V

f. Umur Ekonomis/Tahun
65% /1

g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun
0635% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/IV

j. Umur Ekonomis/Tahun
63%/V

10. | STONE CRUISHER MOBILE
a. Umur Ekonomis/Tahun

90% /1
o~ b. Umur Ekonomis/Tahun
— 90% [ 11
c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111
d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1V
e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V
f. Umur Ekonomis/Tahun
' 65%/1
g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11
h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /Il
Umur Ekonomis/Tahun
65% [1IV
j. Umur Ekonomis/Tahun
65%/V

11. | ASPHALT MIXING PLANT

a. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1

b. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

c¢. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111

d. Umur Ekonomis/Tahun
Q0% /IV

e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V

f. Umur Ekonomis/Tahun
605%/1

RP.

i

RP.

RP.

RP.

RP.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

IXP.

'S P.
KpP.
KPp.

KD.

p.

250.000,- | Sewa/Jam
187.500,- | Sewa/Jam
187.500,- | Sewa/Jam

187.500,- | Sewa/Jam

187.500,- | Sewa/Jam
187.500,- { Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam
150.000,- { Sewa/Jam
200.000,- | SewafJam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000,- | Sewa/Jam
200.000.- | Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam




g. Umur Ekonomis/Tahun
65% f11

h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1V

j. Umur Ekonomis/Tahun
65%/V

12. | ASPHALT FINISHER
a. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1
b. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11
c. Umur Ekonomis/Tahun
Q0% /111
d. Umur Ekonomis/Tahun
90% /1IV
e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V
f. Umur Ekonomis/Tahun
| 65%/1
g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11
h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /111
i. Umur Ekonomis/Tahun
03% 1V
j. Umur Ekonomis/Tahun
65%/V

 "13.| EXAVATOR PC. 200
] a. Umur Ekonomis/Tahun

90% /1
b. Umur Ekonomis/Tahun
90%/11
| c. Umur Ekonomis/Tahun
30% /111

d. Umur Ekonomis/Tahun

90%/IV

e. Umur Ekonomis/Tahun
Q0% {V

f. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1

g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun

63% /111

RP.
RP.

RP.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
RD.
Rp.
Rp.

Rp.

p_
P,

Rp.

150.000,- | Sewa/Jam
150.000 Sewa/Jam
150.000,- | Sewa/Jam
150.000.- | Sewa/Jam
300.000.- | Sewa/Jam
300.000.- | Sewa/Jam
300.000.- | Sewa/Jam
300.000.- | Sewa/Jam
300.000.- { Sewa/Jam
225.000.- | Sewa/Jam
225.000.- | Sewa/Jam
225.000.- | Sewa/Jam

225.000.- | Sewa/Jam

225.000.- | Sewa/Jam

200.000.- | Sewa/Jam
200.000.- | Sewa/Jam

200.000.-

Sewa/Jam
200.000.- | Sewa/Jam
200.000.- | Sewa/Jam
150.000.- | Sewa/Jam
150.000.- | Sewa/Jam
150.000.- | Sewa/Jam




i. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 150.000.- | Sewa/Jam
65%//1V
| j. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 150.000.- | Sewa/Jam
65% [V
14. | EXAVATOR PC. 100
a. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 175.000.- |} Sewa/Jam
90% /1 |
b. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 175.000.- | Sewa/Jam
90% /11
c. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 175.000.- | Sewa/Jam
00% /111
' d. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 175.000.- | Sewa/Jam
| 90%/1V
e. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 175.000.- | Sewa/Jam
00%/V
. f. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 131.250.- | Sewa/Jam
65%/1
g. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 131.250.- |{ Sewa/Jam
65%/11 '
h. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 131.250.- [ Sewa/Jam
65% /111
i. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 131.250.- | Sewa/Jam
65%/IV
j. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 131.250.- | Sewa/Jam
65%/V
15. | LOADER ON SHEELS
a. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 200.000.- | Sewa/Jam
90%/1
b. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 200.000.- | Sewa/Jam
o 90% /11
c. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 200.000.- | Sewa/Jam
90% /111
d. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 200.000.- | Sewa/Jam
90%/1IV |
e. Umur Ekonomis/Tahun 200.000.- | Sewa/Jam
00%/V
f. Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam
65% /1
g. Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam
65% /11
h. Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam
65% /111
i. Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam
| 6S%/IV
1 j- Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam
65%/V




16. ROLLER TENDEM/ROLLER 3

WHELEL

a. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1

b. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111

d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/IV

e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V

f. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1

g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /I

h. Umur Ekonomis/Tahun
©5% /1l

i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1V

j. Umur Ekonomis/Tahun
65%/V

17. | ROLLER TENDEM

a. Umur Ekonomis/Tahun
90% /1

b. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111

d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1IV

e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V

f. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1

g¢. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun
65% /TV

1. Umur Ekonomis/Tahun
65%,/V

18. | ROLLER 3 WHELEL

a. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

RD.
RD.
KP.

1% P.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

RD.

Rp.

Rp.

Rp.

RKDP.

Ip.

150.000.-

150.000.-

150.000.-

150.000.-

150.000.-

112.500.-

112.500.-

112.500.-

112.500.-

112.500.-

o0.000. -

50.000.-

50.000.-

50.000.-

90.000.-

37.500.-

37 .500.-

37.500.-

37.500.-

37.900.-

100.000.-

Sewa/Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam
Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam
Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa /Jam

Sewa/Jam
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b.

C.

d.

Umur Ekonomis/Tahun

90% (i
Umur Ekonomis/Tahun

90% /111
Umur Ekonomis/Tahun
90%/IV

. Umur Ekonomis/Tahun

90%/V
Umur Ekonomis/Tahun

65%/1

. Umur Ekonomis/Tahun

65%/11

. Umur Ekonomis/Tahun

65% /111
Umur Ekonomis/Tahun
65%/1IV

. Umur Ekonomis/Tahun

65%/V

19. | BABY ROLLER

a.

b.

C.

d.

j-

b.

Umur Ekonomis/Tahun
90% /1

Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

Umur Ekonomis/Tahun
90% /111

Umur Ekonomis/Tahun
S0% IV

. Umur Ekonomis/Tahun

90%/V
Umur Ekonomis/Tahun
65% /1

. Umur Ekonomis/Tahun

65% /11

. Umur Ekonomis/Tahun

65% /111

Umur Ekonomis/Tahun
65%/1V

Umur Ekonomis/Tahun
65% [V

VIB PLATE TAMPER/VIB
HAMMER/ VIBRATING

RAKMER/ASPALTS SPRAYER
a.

Umur Ekonomis/Tahun
90% /1

Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

Rp.
p.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

KP.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
RD.
Rp.
Rp.
Rp.

p,

Rp.

X p.

100.000.- | Sewa/Jam
100.000.- | Sewa/Jam
100.000.- | Sewa/Jam
100.000.- | Sewa/Jam
75.000.- | SewafJam
75.000.- | Sewa/Jam
75.000.- | Sewa/Jam
75.000.- | Sewa/Jam
75.000.- | Sewa/Jam
30.000.- | Sewa/Jam
30.000.- | Sewa/Jam
30.000.- | Sewa/Jam
30.000.- | Sewa/Jam
30.000.- | Sewa/Jam
22.500.- | Sewa/Jam
22.500.- | Sewa/Jam
22.500.- | Sewa/Jam
22.500.- | Sewa/Jam
22.500.- | Sewa/Jam
20.000.- | Sewa/Jam
20.000.- } Sewa/Jam




£.

h.

c. Umur Ekonomis/Tahun

90% (111
d. Umur Ekonomis/Tahun

90%/1V

e. Umur Ekonomis/Tahun

90% [V

f. Umur Ekonomis/Tahun

65% /1

Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

Umur Ekonomis/Tahun
65% /111

Umur Ekonomis/Tahun
65%/1IV

. Umur Ekonomis/Tahun

65%/V

" "21. | DUMP TRUCK/TRUCK

W

MAINTENANCE
a.

b.

C.

Umur Ekonomis/Tahun
90%/1
Umur Ekonomis/Tahun
00% /11

. Umur Ekonomis/Tahun

90% /111

. Umur Ekonomis/Tahun

90% IV

. Umur Ekonomis/Tahun

90%/V
Umur Ekonomis/Tahun
65% /1

. Umur Ekonomis/Tahun

65% /11

. Umur Ekonomis/Tahun

65% /111
Umur Ekonomis/Tahun
695%/IV

. Umur Ekonomis/Tahun

65%/V

22. | DUMP TRUCK/FLATBED
TRUCK

a.

Umur Ekonomis/Tahun
90%/1

b. Umur Ekonomis/Tahun

90% /11
Urmur Ekonomis/Tahun
90%/I11

il

RP.
XP.
KP.

RP.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

RpP.

p.

P.

20.000.- | Sewa/Jam
20.000.- | Sewa/Jam
20.000.- | Sewa/Jam
15.000.- | Sewa/Jam
15.000.- | Sewa/Jam
15.000.- | Sewa/Jam
15.000.- | Sewa/Jam
15.000.- | Sewa/Jam
50.000.- | Sewa/Jam
50.000.- | Sewa/Jam
50.000.- | Sewa/Jam
50.000.- | Sewa/Jam
50.000.- |} Sewa/Jam
37.500.- | Sewa/Jam
37.500.- | Sewa/Jam
37.500.- | Sewa/Jam
37.500.- | Sewa/Jam
' 37.500.- | Sewa/Jam
40.000.- | Sewa/Jam
40.000.- | Sewa/Jam
40.000.- | Sewa/Jam

i ————




d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1V

e. Umur Ekonomis/Tahun
90%/V

f. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1

g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1IV

j. Umur Ekonomis/Tahun
653%/V

23. | STEAM CLEANER
a. Umur Ekonomis/Tahun

| 90% /1
b. Umur Ekonomis/Tahun
90%/11
c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111
| d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1V
e. Umur Ekonomis/Tahun
90% [V
f. Umur Ekonomis/Tahun
65% /1
g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11
' h. Umur Ekonomis/Tahun
| 65%/I
i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/IV
j. Umur Ekonomis/Tahun
65%/V
24. | AIR COMPRESSOR
a. Umur Ekonomis/Tahun
90% /T
f b. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11
c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /111
d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1IV
e. Umur Ekonomis/Tahun
| 90%/V

g

p'
P,
Kp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

p_

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

s p.

40.000.-

30.000.-

30.000.-
30.000.-

30.000.-

30.000.-

20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-

20.000.-

15.000.-
15.000.-

15.000.-

15.000.-

15.000.-

50.000.-

S50.000.-

50.000.-

90.000.-

90.000.-

|

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa /Jam

Sewa/Jam
Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa/Jam

Sewa /Jam
Sewa/Jam
Sewa [Jam

Sewa/Jam
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' 25. | PNEUMATIC TYRED ROLLER

27. JASA PRODUKSI BARANG

|

| a. Biaya jasa sewa fasilitasi

f. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 37.500.- | Sewa/Jam

65% /1

g. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 37.500.- | Sewa/Jam
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun 37.500.- | Sewa/Jam
65% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun 37.500.- | Sewa/Jam

65%/IV
j. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 37.500.- | Sewa/Jam
65% /V

a. Umur Ekonomis/Tahun 150.000.- | Sewa/Jam

90%/1

b. Umur Ekonomis/Tahun
00% /11

c. Umur Ekonomis/Tahun
90% /11

d. Umur Ekonomis/Tahun
90%/1V

e. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 150.000.- | Sewa/Jam
90%/V |

f. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 112.500.- | Sewa/Jam
65%/1

g. Umur Ekonomis/Tahun
65% /11

h. Umur Ekonomis/Tahun
65% /111

i. Umur Ekonomis/Tahun
65%/1V

j. Umur Ekonomis/Tahun Rp. 112.500.- | Sewa/Jam

65%/V

a. Pasar Benih lkan (PBI) dan Rp.
Depo Pasar Ikan (DPI)
Pahandut Seberang dalam
bentuk sewa bangunan

b. Aula Perlengkapan dan Rp.
Perlengkapan di UPT BBPP

(Balai Benih Pertanian dan
Perikanan ) di Tangkiling

150.000.- | Sewa/Jam

Rp. 150.000.- | Sewa/Jam

Rp. 150.000.- { Sewa/Jam

Rp. 112.500.- | Sewa/Jam

Rp. 112.500.- | Sewa/Jam

Rp. 112.500.- | Sewa/Jam

DINAS PERTANIAN,

DAN JASA ¢

latihan kerja :
1} Asrama

2) Aula
3) Rumah Dinas
4) Dapur dan ruang makan [k

: 00.000,-| Unit/Bln
P.

11



b. Biaya Produksi Barang :

1} Kosen

2) Daun jendela

3} Daun pintu

4) Pengetaman kayu

5) Meja belajar

6) Kursi belajar

7) Alman

8) Pagar besi

9) Teralis

10) Produksi barang lainya
c. Biaya Jasa Perbaikan
Outomotif :
1) Bongkar Pasang mesin

2) Bongkar Pasang Rem
{Break)

3) Bongkar Pasang Kanvas
Kopling

4) Ganti Piston Ring

5) Ganti T rood

6} Ganti Bearing Roda

7) Pembersihan Karburator

8] Ganti Platina

9) Ganti Paking Kop

10) Ganti Paking Karter

11) Sporing

12) Skir Klep

13) Pasang Cros Joint

d. Tekmek:

1) Pembuatan Ulir Dalam
Segi tiga

2) Pembuatan Ulir Luar
Segi tiga

3) Pembuatan Ulir Segi
Empat Luar

4) Pembuatan Ulir Segi
Empat Dalam

S} Pembubutan rata luar

6) Pembubutan rata dalam

7} Pembuatan rata Tirus

- Luar

8} Pembuatan rata Tirus

Dalam

9) Pembuatan alur luar
10} Pembuatan alur dalam

11) Pembuatan roda gigi
lhurus dalam

20% dari upah

20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah

20% dari upah
20% dari upah

20% dari upah

20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah

20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah
20% dari upah

20% dari upah
20% dar1 upah

20% dari upah

20% dar upah

20% dart upah
20% dari upah
20% dari upah

Unit
Unit

Unit

Unit

Buah
Buah
Buah

Buah
Set

Set
Buah
Unit
Buah

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Buah

Buah
Buah

Buah

12
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12) Pembuatan roda gigi

turus {uar
13) Pembuatan roda gigi
miring luar
14) Pembuatan roda gigi
miring dalam
e. Las
1) Pembuatan trails besi

biasa
2) Pembuatan trails besi

biasa pirkan
3) Pembuatan pagar besi
4) Pembuatan pintu besi

28. | JASA LATIHAN KERJA
KERJASAMA PIHAK KE TIGA

a. Biaya pelatihan Teknologi
Mekanik Jurusan :
1} Mesin Logam
2) Las Karbit
3} Las Listrik
b. Biaya Pelatihan Outomotif
Jurusan:
1} Mobil Bensin
2} Mobil Diesel
3) Sepeda Motor
c. Pelatihan Listrik Jurusan:
1) Radio, TV
2) Instansi penerangan
3) Teknik pendingin
- 4) Wikel
d. Pelatihan Bangunan
Jurusan :
1) Kayu, Bangunan
2) Meubeler

3) Gambar dan rencana

e. Pelatihan Tata Niaga
Jurusan :

1) Sekretaris, Bahasa
Inggris, Pembukuan
2) Komputer
f. Pelatihan Aneka Kejuruan
Jurusan :
| 1) Menjahit,Bordir
2) Tata Rias Wajah,
Tata rias rambut
J) Kerajpnan kuht, Perak
4) Anyaman

20% dari upah | Buah

20% dari upah Buah

20% dari upah

20% dari upah
20% dari upah

20% dari upah

Buah

20% dari upah | m?

Rp. 300,-
Rp. 300,-
Rp. 300,-

Rp. 200,-
RP. 200,-
Rp. 200,-

Rp. 200,-
RP. 200,-
Rp. 300,-
Rp. 200, -

Rp. 200,-
Rp. 200,-
Rp. 200,-

Rp. 200,-

Rp. 300,-

250,-
250,-

ll‘

200,-
200,-

T

Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa

Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa

Jam/siswa
Jam/siswa

Jam/siswa
Jam/siswa

Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa

Jam/siswa

Jam/siswa

Jam/siswa

13
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29. | Tanah
| dikuasai oleh Pemko Untuk

Reklame

a

b.
C.
d.
e.

s

j-
k.
1.
m.
n.

a.
b.

L -NE

j.
k.

Pelatihan Pertanian
Jurusan :
1) Mekanisasi pertanian
2) Perkebunan
3) Perikanan

4) Pertenakan
5) Holtikultura

Milik dan/atau

Bundaran Besar
Bundaran Kecil

Bundaran Burung
Bundaran Lainnya

J1.Tjilik Riwut-
Kantor Walikota
J1. Yos Sudarso-
Simpang Galaxi
J1. Imam Bonjol-
Bundaran Kecil

. JI. Diponegoro-

J1. Dr. Murjani
J1. RTA. Milono-

Bundaran Burung
Jl. G. Obos-Mesjid Raya
J1. A. Yani - J1.S Parman
J1l. Darmosugondo

J1. Dr. Murjani
Jalan diluar tersebut diatas

Sewa Reklame yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota

Bundaran Besar
Bundaran Kecil
Bundaran Burung

. Bundaran Lainnya

J1.Tyilik Riwut-
Kantor Walikota
J1. Yos Sudarso-

Simpang Galaxi

. JI. Imam Bonjol-

Bundaran Kecil

. J1. Diponegoro-

J1. Dr. Murjani

J1. RTA. Milono-
Bundaran Burung

Jl. G. Obos-Mesjid Raya
Jl. A. Yani - J1.S Parman

7.500,- | m2/Bulan
7.000,- | m2/Bulan
5.000,- | m2/Bulan
2.000,- | m2/Bulan
7.000,- | m2/Bulan
7.000,- | m2/Bulan
5.000,- [ mZ</Bulan
4.000,- | m?/Bulan
6.000,- | m?/Bulan
4.000.- | m?/Bulan
6.000,- | m2/Bulan
4.000,- | m?/Bulan
4.000,- | m?/Bulan
1.500,- | m?2/Bulan
75.000,- | m2/Bulan
70.000,- | m<2/Bulan
50.000,- | m?/Bulan
20.000,- | m2/Bulan
70.000,- | m?/Bulan
70.000,- | m</Bulan
50.000,- | m?2/Bulan
40.000,- | mZ2/Bulan
60.000,- | m2/Bulan
40.000,- | m?/Bulan
69£00,— 22 / Bulan

Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa
Jam/siswa

DINAS TATA KOTA,
BANGUNAN DAN

PERTAMANAN

OTA PALANGKA
RAYA
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1. Jl. Darmosugondo
| m. Ji. Dr. Murjani

n. Jalan diluar tersebut diatas [Rp.

31. | Gedung dan Perlengkapan
Tanah

a. Tanah dan Gedung
Produksi

b. Tanah dan Gudang
Pangkalan kayu

c. Pemakaian dan
Penggunaan Gedung UPT
untuk diklat

diklat

32. | Jasa Mesin dan Peralatan
a. Oven Kayu
b. Planner/Serut 4 sisi
c. Cycle/belah
d. Potong/Radial
e. Profil/Router
f. Bor/Lubang
g. Sempono/Moulding
h. Panil Moulding
i. Panil Cycle
j. Purusan/Teknoning
k. Dowel

1. Jig Saw/(Lubang)

m. Kusen

n. Daun Pintu
o. Daun Jendela

p. Lubang angin

Rumah Sakit
a. Temperatur

b. pH

c. TS

d. BODs

e. COD

f. Amonia

g. Fosfat

h. MPN-Kumal gol. Coliform

Uji Limbah Cair Kegiatan
Hotel

a. pH -

b. COD

c. TSS
d. BODs

Rp. 250.000,- | Bulan

Rp. 250.000,- | Bulan

Rp.1.500.000,- | Minggu

: d. Mesin Peralatan UPT untuk Rp.1.500.000,- | Han

Rp. 250.000,- |1 m?

Rp.
Rp.
RD.
Rp.
33. Uji Limbah Cair KXegiatan Rp.

Rp. 300.000,- |m3
Rp. 200.000,- |} ms3
Rp. 80.000,- |m3
RP. 1.000,- ' m
R P. 3.900,- |m
Rp. 1.000,- m
Rp. 1.000,- |m
Rp. 1.000,- | m
Rp. 3.500,- |m
Rp. 250,- |m
RD. 1.000,- { Lubang

45.000,- | 1 Plong

125.000,- |@/Buah
60.000,- |@/Buah
30.000,- | Lubang

174.000,- | Sampel

83.000,- | Sampel

DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN
DAN KOPERASI
KOTA PALANGEKA

RAYA

BADAN
LINGKUNGAN

HIDUP KOTA
PALANGKA RAYA

15
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35. | Uji Air Limbah Domestik Rp. 83.000,- | Sampel

a. pH

b. TSS

c. Minyak dan Lemak

d. BODs

36.| Uji Air Limbah Kegiatan Kp. 106.000,- | Sampel
Peternakan Sapi Dan Babi |
a. phl

b. COD

c. TSS
d. BODs

e. Amonia

37.|Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 108.000,- | Sampel

Rumabh Pemotongan Hewan
| a. pH

~ b. COD

c. TSS

d. Minyak dan Lemak

e. BODs

38.| Uji Air Limbah Kegiatan [Kp. 83.000,- | Sampel
Pengolahan Kedelai

a. pH

b. COD

c. TSS

d. BODs

Uji Air Limbah Kegiatan |Rp. 131.000,- | Sampel
| Pengolahan Daging
s a. pH

b. COD

c. TSS

{ d. Amonia
e. Minyak dan Lemak
f. BODs

|40. Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 108.000,- | Sampel

Pengolahan Kelapa
a. pH

b. COD

c. TSS

d. Minyak dan Lemak
e. BODs

16



41. | Uji Air Limbah Kegiatan
Pengolahan Obat
' Tradisional/Jamu

~143.

45.|Uji Air Limbah Kegiatan Rp.

16.

| a. pH

b. COD

c. TSS
d. Fenol

' e. BODs

42.|Uji Limbah Cair Kegiatan Rp.

Industri Karet
a. pH

' b. COD

c. TSS
d. Amonia

e. BODs
f. Nitrogen Total

Uii Limbah
Industri Minyak Sawit
a. pH

b. COD

c. TSS

d. Minyak dan Lemak
e. Nitrogen Total
f. BODs

Uji Limbah Cair Kegiatan Rp.

Industri Kayu Lapis
a. pH

b. COD

c. TSS

' d. Fenol

e. BODs

Pertambangan Batu Bara
a. pH

b. TSS

c. Besi (Fe) Total

d. Mangan {Mn) Total

Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 434.000,- | Sampel

Pertambangan Bijih Besi
a. pH

b. TSS

c. Besi (Fe) Metode SSA

d. Mangan (Mn) Metode SSA
e. Seng (Zn) Metode SSA

f. Tembaga (Cu) Metode SSA

Cair Kegiatan Rp.

131.000,- | Sampel

133.000,- | Sampel

108.000,- | Sampel

159.000,- | Sampel

17
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g. Timbal (Pb) Metode SSA
h. Nikel (Ni} Metode SSA
i  Kromium Heksavalen

47.|Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 537.000,- Sampel

Pertambangan Bijih Emas
Dan/Atau Tembaga

a. pH

b. TSS

c. Cu Terlarut

d. Cd Terlarut
e. Zn Terlarut

| f. Pb Terlarut
g. Al Terlarut

h. Ni Terlarut
i, Cr Terlarut
' j. Merkuri (Hg) Terlarut)

48.|Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 497.000,- | Sampel

Pertambangan Bijih Nikel
a. pH

| b. TSS

c. Cu Terlarut

d. Cd Terlarut

e. Zn Terlarut

f. Pb Terlarut

g. Kromium Heksavalen

Terlarut
h. Ni Terlarut

i. Cr Total
j. Co Terlarut

49.|Uji Air Limbah Kegiatan Rp. 356.000,- | Sampel

Pembangkit Listrik Tenaga
Termal

a. pH

b. TSS

c. Minyak dan Lemak

d. Klorin Bebas
e. Kromium Total

f. Tembaga (Cu) Metode SSA
g. Besi (Fe) Metode SSA

h. Seng (Zn) Metode SSA

i. Fosiat

150. | Air Minum/Air Isi Ulang Rp.  770.000,- | Sampel

a. E. Coli
b. Total Coliform
c. Flouride

18
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d. Cr Total
e. Kadmium (Cdj Metode SSA

| f. Nitrit

g. Nitrat

h. Sianida

1. Bau

j. Warna

k. Zat Padat Terlarut (TDS)
1. Kekeruhan

m.Rasa
n. Aluminium (Al}) Metode SSA

o. Besi (Fe) Metode SSA

p. Kesadahan

q. Klonda

r. Mangan (Mn) Metode SSA
Sf

L.

u.

V.

el

pH

Seng (Zn) Metode SSA
Sulfat

Tembaga {Cu} Metode SSA

w. Amonia

{

'51. | Air Bersih
a. E. Coli

b. Total Coliform
c. Flouride
' d. Kromium Heksavalen
| e. Timbal (Pb) Metode SSA
f. Nitrit
o. Nitrat
h. Sianida
1. Bau
i j. Warna
k. Zat Padat Terlarut (TDS)
1. Kekeruhan
| m.Rasa
n. Kadmium (Cd) Metode SSA
0. Besi (Fe) Metode SSA
p. Kesadahan
q. Klorida
r. Mangan {(Mn] Metode SSA
s. pH
t. Seng (Zn) Metode SSA
u. Sulfat

v. Tembaga (Cu) Metode SSA
w. Amonia

| X. Temperatur
y. Zat Organik {KMnOg)
z. Merkuri (Hg) Metode SSA

-

T

s, PRSP EEE —

Rp. 828.000,-

Sampel
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52. | Air Kolam Renang Rp. 247.000,- Sampel
a. Bau
i b. Benda Terapung
C. Kejernihan'
d. Aluminium (Al) Metode SSA |
e. Kesadahan
f. pi
g. Sisa Klor
h. Tembaga {Cu) Metode SSA
i. Total Coliform
53. | Air Pemandian Umum Rp. 148.000,- | Sampel
a. Bau
b. Kejernihan
c. Minyak
d. Warna
h e. BODs |
= f. pH
g. Oksigen Terlarut (DO)
h. Total Coliform
| 54, | Air Badan Air Sampel
a. Daya Hantar Listrik Rp. 23.000,-
b. Kekeruhan Rp. 23.000,-
c. Temperatur Rp. 10.000,-
4 Zat Padat Terlarut (TDS) [Rp. 23.000,-
e. Zat Padat TersuspensiRp. 23.000,-
(TSS)
f Zat Padat Total Rp. 23.000,-
g. pH Rp. 10.000,- 1.
| h. Oksigen Terlarut (DO) Rp. 23.000,-
~ | i. BODs Rp. 25.000,-
3. COD Rp. 25.000,-
| k. Minyak dan Lemak Rp. 25.000,-
; l. Merkuri {Hg) Metode SSA Rp. 63.000,-
| m. Barium (Ba) Metode SSA [Rp. 63.000,-
| n. Kalium (K) Metode SSA  [Rp.  63.000,-
‘ 0. Kromium (Cr) Metode SSA Rp. 63.000,-
p. Kadmium (Cd) Metode Rp. 63.000,-
SSA
| q. Besi (Fe) Metode SSA Rp. 63.000,-
r. Tembaga (Cu) Metode SSA Rp. 63.000,-
‘ s. Nikel (Ni) Metode SSA  [Rp. 63.000,-
t. Seng (Zn) Metode SSA Rp. 63.000,-
u. Timbal (Pb) Metode SSA Rp. ©63.000,-
v. Mangan (Mn) Metode SSA Rp. 63.000,-
w. Kilorin Total Rp. 23.000,-
(__ X. Amonia , Rp. 23.000,-
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y. Sulfat Rp. 23.000,-
z. Kilorin Bebas Rp. 23.000,-
4. Sianida Rp. 23.000,-
4. Sulfida Rp. 23.000,-
6.  Nitrogen Total Rp. 25.000,-
aa. Fosfat Total Rp. 23.000,-
bb. Flouride Rp. 23.000,-
cc. Klorida Rp. 23.000,-
dd. MNitrat Rp. 23.000,-
ee. Nitrit Rp. 23.000,-
ff. Salinitas Rp. 23.000,-
gg. Krom Heksavalen Rp. 23.000,-
hh. E. Coli Rp. 35.000,-
ii. Total Coliform Rp. 35.000,-
jj. Bau Rp. 10.000,-
kk. Rasa Rp. 10.000,-
1I. Warna Rp. 10.000,-
Ed mm. Kesadahan Rp. 23.000,-
nn. Kejernihan Rp. 10.000,-
oo. Kecerahan Rp. 10.000,-
pp. Zat Organik (KmnQOa) Rp. 23.000,-
qq. Fenol Rp. 25.000,-
rr. Aluminium (A}l Metode Rp. 63 000,-
SSA

ss. Kobal (Co) Metode SSA Rp. 63.000,-

55. | Uji Air Tanah Bagi Kegiatan ikp. 356.000,-
Land Application
a. pH
b. BODs
c. Oksigen Terlarut (DO)
d. Amonia
e. Kadmium {Cd) Metode SSA
f. Tembaga (Cu) Metode SSA
g. Timbal (Pb) Metode SSA
h. Seng (Zn) Metode SSA
i. Suliat

Uji Air Limbah Bagi Kegiatan Rp. 337.000,-
Pemanfaatan Air Limbah

Industri Minyak Sawit Pada
Tanah Di Perkebunan Kelapa
Sawit

a. pH

b. BODs

c. COD

d. Minyak dan Lemak

e. Timbal {Pb) Metode SSA

f. Tembaga (Cu) Metode SSA

Sampel

Sampel

21




"
- o Mﬂ

—

_—-_-“

g. Kadmium (Cd) Metode SSA

h. Seng (Znj Metode SSA
57.|Uji Emisi Sumber Tidak Rp.1.150.000,- Cerobong

Bergerak Ketel Uap Berbahan
Bakar Serabut dan/atau
Cangkang

a. Partikulat

b. Sulfur Dioksida (SO2)

c. Nitrogen Dioksida (NO2)
| d. Hidrogen Klorida (HCI)

e. Gas Klorin {Cl2)

f. Amonia

g. Hidrogen Florida (HF)

h. Opasitas

58 Uji Emisi Sumber Tidak Rp. 750.000,- | Cerobong

| Bergerak Bagi PLTD

~ a. Total Partikulat
b. Karbon Monoksida (CO}
c. Nitrogen Dioksida (NO2)
d. Sulifur Dioksida (SO2)

e. Opasitas

R -

59.|Uji Emisi Sumber Tidak Rp. 750.000,- Cerobong l

Bergerak Bagi PLTU
a. Sulfur Dioksida (SO2)

b. Nitrogen Oksida (NOx]
f. Nitrogen Dioksida {NO2)
c. Total Partikulat

d. Opasitas

smmjosi

o

-~60. | Uji Udara Ambien Rp. 750.000,- | Titik Lokasi
a. Particulate Matterio (PMio)

b. SO2

c. CO

d. O3
e. NOo

|
|

!

161. | Kebisingan
Kebisingan Lingkungan Rp. 50.000,- { Titik Lokasi

\

A\LIKOTA PALANGKA FAYA,
ko)
H. M. RIBAN SATIA

22




	Pemindaian_20170602 (3).pdf
	Pemindaian_20170602 (2).pdf
	Pemindaian_20170602.pdf

